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ABSTRAK

Tindak Pidana Penipuan merupakan salah satu tindak kejahatan yang

-::rugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan

:ukuman pidana. Tindak pidana penipuan adalah tipu muslihat ahu serangkaian

rcrkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga s,eseorang merasa

:eryedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Adapun rumusan masalah yang

=kan dibahas adalah 1. Bagaimana penerapan pasal 378 KUHP terhadap tindak
pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik berdasarkan putusan No.
':834/Pid"B/2018/Pn, PLG dan 2. Ragaimana pertanggungiawaban pelaku tindak

lidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik berdasatkan putusan No.

t834lPid.B/2018/Pn. PLG. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitiar.

ruridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer.

sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian bahwa dalam putusan pengadilan negeri

No. 1834/Pid.Bl20l8/Pn.PLG berdasarkan hukum sesuai ketentuan undang-undang

Pasal 378 KUHP Ddri analisis penulis dapat diketahui bahwa terdakwa dapal

bertangggungiawab atas perbuatan pidana yan1 dilakukannya dikarenakan adany4

unsur kesengajaan telah melakukan tindak pidana penipuan.

Ksta Kunci : Pertanggungjawaban Pidona, Tindsh Pidana Penipuan, penerapan
Posal378 KUHP.
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NIP. r99sr2100r
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Ketua Hukum Pidana

Rd, Muhammad lkhsan. S"H.. M"H.
NIP. I 9680221195121001
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A.      Latar Belakang 

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin 

tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang 

terjadidalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus 

berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan 

pemerintah. 1 

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada 

dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidanaakan 

selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan 

musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. 2 

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap 

problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, 

pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan 

dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi 

bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang 

                                                             
 
1 Arif Gosita, “Masalah Korban Kejahatan”,  (Jakarta: Akademika Pressindo), 1983, Hlm, 3. 
2 R. Soesilo,Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), (Bogor: Politeia), 

1985.  
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sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya 

kejahatan dan perkembangan tindak pidana. 

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya 

adalah kejahatan penipuan, Aksi penipuan kian marak terjadi dan banyak cara untuk 

melakukan hal tersebut demi mencapai yang pelaku inginkan. Tindak pidana 

penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda 

atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Aksi penipuan kini marak terjadi di 

indonesia terutama di perkotaan, banyak cara si pelaku untuk melakukan penipuan 

tersebut demi mencapai tujuan dan keinginannya.3 

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam 

kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara 

umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. 

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno4 sebagai berikut: “Barang siapa 

dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan 

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk 

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun 

menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan tindak pidana paling 

lama empat tahun”. 5 

                                                             
 
3 Tri Andrisman, Delik Tertentu dalam KUHP, (Unila: Bandar Lampung), 2011, hlm, 176. 
4 Moejatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), Cetakan 27, 

2007, hlm 133.  
5 “Pengertian Delik Penipuan”, https://SeniorKampus.blogspot.com/2017/09/pengertian-

delik-penipuan-dan-unsur.html?m=1, Diakses Pada 01-08-2019 Pukul 15.26 WIB. 

  

https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pengertian-delik-penipuan-dan-unsur.html?m=1
https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pengertian-delik-penipuan-dan-unsur.html?m=1
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Tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV keseluruhan Pasal pada 

Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang.  Bentuk pokok dari 

bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan 

rumusan tersebut di atas, maka Tindak pidana penipuan memiliki unsur pokok, yakni 

unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif meliputi: 

A. Unsur-Unsur Objektif 

1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan 

terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. 

Keuntungan merupakan tujuan utama pelaku yang dilakukan dengan jalan 

melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka 

maksud tersebut belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan 

untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus 

mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat 

melawan hukum. 

2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama 

palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian 

kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana 

ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain 

untuk menyerahkan barang.  Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan 

untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut: 

a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang 

sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika  
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penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya 

dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat 

atau susunan belit dusta.  

b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-

perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu 

menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu 

kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan 

perbuatan atau tindakan.  

c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah 

apabila seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu 

keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada 

orang yang ada dalam keadaan itu. 

d. Rangkaian kebohongan meliputi beberapa kata bohong yang dianggap 

tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad 

bahwa: “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai 

kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan 

kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga 

mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-

olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan Itu harus 

diucapkan secara tersusun sehingga menjadi suatu cerita yang dapat 

diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu 

memperkuat / membenarkan kata orang lain.  
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3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi 

utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain 

untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat 

penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad bahwa: 

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan 

dengan penyerahan yang dimaksud dari itu.  

Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-

alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh 

yang ditimbulkan karena digunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu 

situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang 

tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan 

dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan 

sesuatu barang.6 

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah 

sebagai berikut : 

1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu 

barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu 

diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang 

diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga 

kepunyaan orang lain. 

                                                             
 

6Dudung Mulyadi, Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp DikaitkanDengan Jual 

Beli Tanah, 2017, Jurnal Hukum Pidana, Vol. 05, No. 02, Diakses pada 18 September 2019 Pukul 15. 

15 WIB. 
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2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang 

lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk 

merugikan orang yang menyerahkan barang itu. 

3) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan 

barang itu dengan jalan : 

a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya. 

b. Penipu harus memperdaya korban dengan satu akal yang diatur dalam 

Pasal 378 KUHP. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan 

tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah 

melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 

378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut didalam Pasal 378 

KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat 

dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.7  

B. Unsur-Unsur Subjektif  

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si 

pelaku dalam melakukan perbuatan penipuan dengan tujuan dapat 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan 

dalam penipuan. 

2. Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan 

sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, 

melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan 

apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. 

                                                             
 

7  Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hlm. 70.  
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Menurut R. Sugandhi mengemukakan bahwa “Penipuan adalah tindakan 

seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan 

palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian 

kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang 

merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.8 

Perbuatan penipuan pasti selalu ada bahkan cenderung meningkat dan 

berkembang didalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi. Padahal perbuatan 

penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat 

menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan 

masyarakat.  

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri pada pasal 378 

menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan 

sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan 

terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup 

dengan diaturnya suatu perbuatan didalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan 

juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga 

yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering 

terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur didalam KUHP, misalnya kejahatan 

penipuan dengan modus yang mengatasnamakan partai politik. 

Partai Politik adalah sebuah organisasi politik yang menjalani ideologi 

tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Partai politik juga diartikan sebagai 

                                                             
 
8 Ibid., 
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kelompok orang yang terorganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, 

nilai nilai, dan cita cita, yang sama.  

Riedrich, mengatakan : “Partai politik sebagai kelompok manusia yang  

terorganisir secara adil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan 

dalam pemerintahaan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan tersebut 

akan memberikan kegunaan materil dan idil kepada anggotanya”. Sedangkan Soultau 

mengatakan bahwa : “Partai politik adalah sebagai kelompok warga negara yang 

sedikit banyak terorganisirkan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan 

dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih,bertujuan untuk menguasai 

pemerintahaan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat”.9 

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pencalonan partai politik sangat 

menguntungkan bagi oknum yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut, tetapi 

tidak lepas dari peran hukum, terutama hukum pidana yang mengatur tentang 

penipuan Pasal 378 KUHP. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas terkait 

tindak pidana penipuan tersebut diatas dengan judul “Penerapan Pasal 378 KUHP 

Tentang Penipuan Yang Mengatasnamakan Partai Politik (Studi Kasus Putusan 

No. 1834/Pid.B/2018/Pn.PLG)”.    

                                                             
 
9Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2008, 

Hlm, 403.  
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B.        Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang 

masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana penerapan pasal 378 KUHP terhadap tindak pidana penipuan yang 

mengatasnamakan partai politik berdasarkan putusan Nomor 

1834/Pid.B/2018/Pn.PLG ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan yang 

mengatasnamakan partai politik berdasarkan putusan Nomor 

1834/Pid.B/2018/Pn.PLG ?    

C.        Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan pasal 378 KUHP 

terhadap tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik 

berdasarkan putusan Nomor 1834/Pid.B/2018/Pn.PLG. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pelaku 

tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik berdasarkan 

putusan Nomor 1834/Pid.B/2018/Pn.PLG.   
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D.      Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

hukum dan bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan bagi 

mahasiswa atau masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak untuk 

memberikan pemahaman tentang penerapan pasal 378 KUHP tentang 

penipuan yang mengatasnamakan partai politik dalam penegakan hukum 

dan dapat menjadi informasi mendalam bagi masyarakat.  

E.      Ruang Lingkup 

Supaya pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini lebih terarah, 

terperinci, serta tidak menyimpang dari judul dalam membahas permasalahan-

permasalahan yang ada maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membatasi 

pada penerapan Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang mengatasnamakan partai 

politik (Studi Kasus Putusan Nomor 1834/Pid.B/2018/Pn.PLG). 
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F.      Kerangka Teori 

Kerangka teoritis yaitu konsepan yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran 

atau kerangka acuan yang ada dasarnya untuk melakukan identifikasi terhadap 

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. Berdasarkan 

pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana.  

1. Teori Penerapan Hukum 

Teori penerapan hukum (Recthstoepassing) tidak lain berarti menerapkan 

(peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Menerapkan hukum 

(peraturan) pada peristiwa konkrit secara langsung tidak mungkin.Peristiwa konkrit 

itu harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat 

diterapkan.10  

 

2.    Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus 

hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas 

yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang 

bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara 

aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang 

menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. 

 

                                                             
 
10 Soenyono,Fungsi Melayani Kepentingan Sosial Dalam Reformasi Hukum Menuju Hukum 

Responsif. Jurnal Hukum, Vol 2 No. 3, Desember.(Malang:Universitas Wisnuwardana), 2011. 
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Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 

kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi 

juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam 

pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada 

pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan 

oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada 

pertanggungjawaban politik.11 

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau 

suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas 

hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum 

nulla poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini 

menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang 

telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.  

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas 

perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta 

pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau 

melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas 

ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-

undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan 

pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat 

seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan 

                                                             
 

 
11H. R. Ridwan, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006, Hlm. 335-337. 
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tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya 

perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum 

pidana tersebut tidak berlaku surut.   

G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan normatif yakni pendekatan atau penelitian hukum dengan 

menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang 

termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis. 

Jhony Ibrahim, menyatakan : “Metode pendekatan merupakan prosedur 

penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan 

masalah yang merupakan bahan hukum yang diperoleh dari pengamatan 

kepustakaan, bahan hukum sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan 

dianalisis dengan memberikan kesimpulan”.12 

2. Bahan penelitian 

Jenis data dalam penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

yaitu:   

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penipuan 

dalam perkara pidana, yaitu: 

                                                             
 

12Jhony Ibrahim, Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyu 

Media), 2006, Hlm. 57. 



14 

 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang 

Penipuan. 

2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik 

a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

maupun petunjuk tentang bahan hukum primer seperti: buku-buku, 

literature, hasil penelitian, pendapat hukum yang berkaitan secara 

langsung dengan objek kajian penelitian. 

b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan 

hukum sekunder, seperti: koran, majalah atau jurnal, internet, kamus 

hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lainnya yang 

terkait. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mencatat dan 

mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalahyang dibahas 

melalui studi kepustakaan (Library research). Untuk mendapatkan data sekunder 

dilakukan dengan cara pengumpulan serta mengkaji literature yang mempunyai 

relevansi dengan materi yang dibahas termasuk peraturan Perundang-undangan 

yang mendukung masalah.  

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara 

menganalisis bahan hukum dan mengkaji beberapa peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis terhadap 

Pasal 378 KUHP tentang penipuan maupun literatur yang berupa buku-buku 
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yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis yang akan dicatat 

secara sistematis sehingga mendapatkan pembahasan terhadap identifikasi 

masalah yang dibuat. 

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum 

yang diperoleh dari studi kepustakaan dikumpulkan, diseleksi dan akan dievaluasi 

untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian. 

5. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu: 

a. Pendekatan Undang-undang (Statude Approach), pendekatan ini 

dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang 

bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan ini dilakukan dengan 

melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum 

yang dihadapi. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari 

penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan 

dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan 

menganai kasus-kasus telah mendapat putusan.  

6. Analisis Bahan hukum 

Bahan hukum diperoleh melalui studi literature akan dianalisis secara 

kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji bahan 
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hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu 

gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti, setelah itu baru 

dilakukan penafsiran-penafsiran terhadap bahan tersebut. 13 

7. Penarikan Kesimpulan 

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan 

dengan metode deduktif yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang 

bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus 14 mengenai 

bagaimana penerapan pasal 378 KUHP terhadap tindak pidana penipuan yang 

menatasnamakan partai politik serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku 

pidana penipuan yang mengatasnamakan partai politik. 

 

 

                                                             
 

13A. K. Al Syahminet, Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan 

Artikel Ilmiah(Universitas Sriwijaya: Fakultas Hukum), 2012,  Hlm,  28.  
14Amirudin dan Zainal Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: RajaGrafindo 

Persada), 2014, Hlm, 25.  
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